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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : 

Laporan Keuangan  
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Lampiran 2 : 

Daftar Wawancara 

1. Apa yang ibu pahami tentang SAP berbasis akrual dan apa yang 

membedakannya dengan SAP berbasis kas? 

2. Apakah ibu menganggap menggunakan SAP berbasis kas lebih sulit 

daripada SAP berbasis akrual? 

3. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, khususnya badan 

pengelolaan keuangan daerah, untuk melaksanakan PP 71 ini? 

4. Apakah ada pendekatan khusus yang digunakan oleh para pengelola 

keuangan yang ada di lokasi ini saat menerapkan PP 71 ini? 

5. Apa saja kendala yang mungkin dihadapi saat menerapkan SAP berbasis 

akrual ini? 

6. Apakah seluruh tenaga kerja yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah ini memiliki kemampuan untuk menggunakan SAP 

berbasis akrual untuk mendukung optimalisasi tugas yang dilakukan 

pemerintah daerah? 

7. Bagaimana dengan keuntungan dan kemajuan perkembangan yang 

dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual ini? 

8. Apa yang harus dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan daerah untuk 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan 

SAP berbasis akrual ini? 

9. Apa kendala yang Anda temui saat menerapkan SAP berbasis akrual ini? 

10. Bagaimana pemerintah daerah dapat mengubah peraturan pemerintah 

seperti ini?  
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Lampiran 3 : 

Dokumentasi Wawancara 
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